KALURAHAN PENGXOL
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKI!DUL

PERATURAN KALURAHAN PENGKOL
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENGKOL,

Menimbang : a. bahwa ﬁntuk melaksanakan ketentuan Pasal 79
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan
Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan
desa dengan mengacu pada perencanaan
pembangunan kabupaten;

b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kalurahan perlu
menyusun rencana pembangunan jangka menengah
kalurahan sesuai dengan Visi dan Misi Lurah,;

o

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
- Peraturan Kalurahan tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun

2022 Sampai Dengan 2027.



Mengingat

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita
Negara Republik Indonesia‘Tahun 1950 No. 44) jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun
1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa  Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5339);

Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana teiah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6



Tahun 2014 tentang Desa  (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) schapgnimann telah diubab terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor T Tahun 2021

tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6623),

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan . Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Noinor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomcr 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 158);
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12

13

14.

15.

16.

L

18,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Kevangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1),
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomeor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019
tentang Pedoman Umumn Pendampingan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1262);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633j;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2018 tentang Badan Permusyaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2018 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2019 tentang Penetapan Kolurahan
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran  Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 52).

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4
Tahun 2021 lentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Gurungkidul Tahun



2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);

19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa
(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
Noinor 39);

20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018
Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang
Pedomnan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun
2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di
Kabupaten Gunungkidul.

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PENGKOL

dan
LURAH PENGKOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH KALURAHAN
TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN 2027

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Kalurahan inj yang dimaksud :



10.

. Kalurahan adalah Kalurahan Pengkol yang merupakan kesatuan

masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang
mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri,
berkedudukan langsung dibawah Kapanewon.

Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintanan

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kalurahan adalah sebutan Pemerintah Kalurahan Pengkol

yaitu Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Kalurahan.

Lurah adalah Lurah Pengkol yang merupakan pejabat Pemecrintah
Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban memimpin
penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal

adalah lembaga Yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.



BAB 11
SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2
(1) RPJM Kalurahan Tahun 20222027 disusun berdasarkan visi dan misi
Lurah;
(<) RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
BAB | PENDAHULUAN
BAB Il GAMBARAN UMUM KONDISI DAN POTENSI KALURAHAN
BAB Il VISI, MISI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
BAB IV ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN
BAB V PERMASALAHAN, POTENSI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
SERTA RPJM KALIJRAHAN
BAB VI PENUTUP
(3) Penjabaran sistematika RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3
RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan
dan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal dalam

merencanakan dan melaksanakan pembangunan kalurahan selama 6 (enam)
tahun.

Pasal 4
Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini disusun RKP Kalurahan yang
merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kalurahan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

(1) Rencana kegiatan pada RPJM Kalurahan dapat diadekan perubahan
apabila:



a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisin politik, kriss

ckonomi, dan/atau kerusuhan sosial ynng berkepanjangan;

b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat,
pemerintah  daerah  provinsi, dan/ata pemerintah  daerah
kabupaten/kota,

(2) Perubahan RPJM Kalurahan sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan

Peraturan Kalurahan.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Lurah.

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Pengkol.

Ditetapkan di Pengkol

Diundangkan di Pengkol
pada tanggal 30 Mael 2022
CARIK PENGKOL

A

r—
ANTONIA INDARWANTO
LEMBARAN KALURAHAN PENGKOL TAHUN 2022 NOMOR 2,



